PDF Eraser Free

WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR !! TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA PADANG,

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja satuan tugas
pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana
dalam memberikan peringatan dini dan informasi bencana
kepada seluruh masyarakat dan mitra terkait (stakeholder
perlu diberikan honorarium;

Bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif,
efisien dan transparan perlu diatur standar biaya
honorarium;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium
Pelaksanaan Kegiatan Satuan Tugas Pusat Pengendalian
Operasi Penanggulangan Bencana Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Kerja Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Kerja Republik Indonesia
Nomor 3164);

8. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

11.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

12.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat
Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;

13.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pejabat Daerah Kota
Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

14.Peraturan Walikota Padang Nomor 95 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR
BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Standar biaya honorarium pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pusat
Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum pada
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

mni.
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Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya
anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan satuan tugas pusat
pengendalian operasi penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan
keuangan daerah.

Pasal 3
Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menganut prinsip dasar
efisien dan disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pad al 2/, Januari 2017

WALRNLOTA PADANG,

-~

S
MARYELDI

viundangkan di Padang
pada tanggal AL Janvar! 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR .l.l..
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LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR (| TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN STANDAR
BIAYA HONORARIUM
PELAKSANAAN KEGIATAN
SATUAN TUGAS PUSAT
PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA

No. Satuan Tugas Pusdalops-PB Honor (Rp)/Satuan
1 | Supervisor 150.000,-/ piket
2 | Operator 100.000,-/ piket

Sarana dan Prasarana

100.000,-/ piket

WAL 'A PADANG,

LDI



PDF Eraser Free



